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Kekayaan sumber daya hutan Indonesia telah memberikan sumbangan yang 
sangat besar bagi perkembangan pembangunan di Indonesia. Sejarah 
perjalanan pengelolaan hutan produksi secara intensif telah dimulai sejak tahun 
1967 setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. I tahun I967 tentang 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 
tentang Penanaman Modal k i n g  (PMA). Berbagai sistem silvikultur telah 
diterapkan untuk mengelola hutan secara lestari melalui SK. Dirjen Kehutanan 
No. 35jKpts-dd/1972 tentang Tebang Pilih Indonesia (TPI), dan Tebang Habis 
dengan Permudaan Buatan (THPB) serta Tebang Habis dengan Permudaan Alam 
(THPA) kemudian diperbaharui dengan SK Menteri Kehutanan No. 485jkpts- 
II/1989 tentang TPI, THPB dan THPA. Penerapan Sistem Silvikultur Tebang Pilih 
Tanam Indonesia (TPR) dan THPB juga diatur melalui SK. Menteri Kehutanan 
No. 10172jkpts-II/2002, Disamping itu Uji Coba penerapan sistem Silvikultur 
Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) juga tertuang dalarn SK. Menhutbun No. 
625/kpts-1111998 serta saat ini juga sedang dilangsungkan uji coba Sistem 
Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia-Intensif (SILIN) di 25 IUPHHKA. 
Terakhir Permenhut No. P.301Menhut-II/2005 dan PP. No. 6 tahun 2007 tentang 
pemiiihan/penerapan Multisistem Silvikultur yang sarnpai saat ini belum ada 
kesepahaman penerapannya di lapangan. 

Pada dasarnya secara teoritis, semua Sistem Silvikultur di atas dapat digunakan 
untuk mengelola hutan secara lestari pada suatu kawasan konsesi hak 
pengusahaan hutan sepanjang dalarn kawasan hutan tersebut sesuai dengan 
karakteristik yang dipersyaratkan ofeh suatu Sistem silvikultur dan tidak te rjadi 
gangguan-gangguan yang iuar biasa pada kawasan tersebut. Pada 
kenyataannya saat ini sumber daya hutan di Indonesia dari tahun ke tahun 
mengalami penurunan produktivitas lahan, penurunan fungsi ekologis dan 
ekonomis sebagai akibat adanya penebangan kayu yang tidak bemawasan 
lingkungan, penebangan liar, perambahan hutan dan kebakaran hutan. Laju 
kerusakan hutan yang paling besar terjadi pada periode tahun 1997 sampai 
dengan tahun 2000 yaitu sebesar 2,8 juta ha per tahun kemudian pada periode 
2000 sampai 2006 laju kerusakannya sebesar 1,2 sampai 1,7 juta ha per tahun 
(Departemen Kehutanan, 2006). Kerusakan hutan ini apabila tidak ditanggulangi 
akan menurunkan pendapatan devisa negara dari sektor kehutanan, selain itu 
tentu saja akan menyebabkan penurunan fungsi perlindungan dan hutannya 
sendiri. Akibat adanya gangguan-gangguan hutan yang terjadi, maka te qadi 


























